Menimbang :

Mengingat

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

L

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang- Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun
Anggaran 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022
Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemic Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400);



7.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tetang
ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteridalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



27.

28.

29.

30.

31.

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 361);

Peraturan Bupati Bone 51 Tahun 2016 Tentang Kebijakan
Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 51) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Bupati Bone Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas atas Peraturan Bupati Bone 51 Tahun 2016 Tentang
Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2019 Nomor 45);

Peraturan Bupati Bone 52 Tahun 2016 Tentang
Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 52);

Peraturan Bupati Bone 53 Tahun 2016 Tentang Penyisihan
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir (Berita Daerah
Kabupten Bone Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Bone 54 Tahun 2016 Tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupten
Bone Tahun 2016 Nomor 54);



dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2022

(1)

()

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a.

b.

pendapatan Rp 2.244.082.947.815,50
belanja dan Transfer Rp 2.558.508.572.573,05
surplus/defisit Rp (314.425.624.757,55)
pembiayaan

* penerimaan Rp 385.779.775.491,83
= pengeluaran Rp 15.000.000.000.00

surplus/defisit Rp 370.779.775.491,83



Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp127.367.531.684.50 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp 2.371.450.479.500.00
b. realisasi Rp 2.244.082.947.815,50
selisih lebih /(kurang) Rp 127.367.531.684.50

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp184.709.947.418,95 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah

perubahan Rp 2.743.218.519.992.00
b. realisasi Rp 2.558.508.572.573,05
selisih lebih/(kurang) Rp 184.709.947.418,95

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp(57.342.415.734,45) dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/defisit setelah

perubahan Rp (371.768.040.492.00)
b. realisasi Rp (314.425.624.757,55)
selisih lebih/(kurang) Rp (57.342.415.734,45)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp988.265.000,17 dengan rincian sebagai
berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 386.768.040.492.00
b. realisasi Rp 385.779.775.491,83
selisih lebih/(kurang) Rp 988.265.000,17

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 0,00

a. anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 15.000.000.000.00
b. realisasi Rp 15.000.000.000.00
selisih lebih/(kurang) Rp 0,00




6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp988.265.000.17 dengan rincian sebagai
berikut:

a. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 371.768.040.492.00

b. realisasi Rp 370.779.775.491.83

selisih lebih(kurang) Rp 988.265.000.17
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022
sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebihawal Rp 107.012.800.186.83
b. penggunaan SAL Sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan Rp (107.012.800.186.83)
c. sub total (a-b) Rp (0,00)
d. sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 56.354.150.734.28

e. sub total (c+d) Rp 56.354.150.734.28
f. koreksi kesalahan pembukuan
tahun Sebelumnya Rp (0,00)
g. lain - lain Rp 0,00
h. saldo anggaran lebih akhir
(e+f+g) Rp  56.354.150.734.28
Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf ¢ untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan LO Rp 1.981.279.264.637.24
b. beban LO Rp 2.089.918.749.959.15
c. surplus/defisit dari

operasional (a-b) Rp (108.639.485.321.91)
d. surplus/defisit dari kegiatan

non operasional Rp 2.074.473.134.00

e. surplus/defisit sebelum pos
luar biasa (c+d) Rp (110.713.958.455.91)



f. pos luar biasa Rp 4.026.489.901.00
g. surplus/defisit-LO (e+f) Rp (114.740.448.356.91)

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp 3.130.138.337.552,87
b. surplus/defisit-LO Rp (114.740.448.356,91)
c. dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar Rp 0,00
d. koreksi nilai persediaan Rp 0,00
e. selisih evaluasi aset tetap Rp 0,00
f. koreksi ekuitas lainnya Rp 3.112.563.484,74
g. ekuitas akhir (a+b+c+d+e+f) Rp 3.018.510.452.680,70

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai
berikut:

a. aset lancar Rp 175.303.324.125.35
b. investasi Jangka Panjang Rp 93.481.107.590.00
c. aset tetap Rp 2.969.017.486.604,69
d. dana Cadangan Rp 5.000.000.000.00
e. aset lainnya Rp 88.787.408.666,29
f. jumlah aset (a+b+c+d+e) Rp 3.331.589.326.986,33
g. kewajiban jangka pendek Rp 34.311.899.000.63
h. kewajiba jangka panjang Rp 278.766.975.305.00
i. kewajiban (g+h) Rp 313.078.874.305,63
j- ekuitas Rp 3.018.510.452.680,70
k. kewajiban dan ekuitas dana

(i+j) Rp 3.331.589.326.986,33

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari

tahun 2022 Rp 107.071.059.910,83
b. arus kasdariaktivitas operasi Rp  154.445.059.792,45
c. arus kasdari aktivitas investasi Rp (483.870.684.550.00)



d. arus kas dari aktivitas

pendanaan

Rp 278.766.975.305.00

e. arus kas dari aktivitas

transitoris

Rp (58.259.724.00)

f. saldo kas akhir per
31 Desember tahun 2022 Rp 56.354.150.734,28

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan dimaksud dalam Pasal 1
huruf d tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

: Laporan realisasi anggaran

: Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah  untuk  keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan daerah;

: Laporan Sisa Anggaran Lebih;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan Atas Laporan Keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;




i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k.

1. Lampiran XII

Lampiran XI

m. Lampiran XIII :

n. Lampiran XIV

. Lampiran XV

. Lampiran XVI

. Lampiran XX

Lampiran XVII :
Lampiran XVIII :

Lampiran XIX :

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

: daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

: daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

: daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah;

daftar rekapitulasi aset tetap;

: daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

: daftar rekapitulasi aset lainnya;

: daftar dana cadangan daerah;

daftar kewajiban jangka pendek;
daftar kewajiban jangka panjang;

daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

: ikhtisar laporan keuangan badan usaha

milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari;

laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan

a.

b.

Bupati

Daerah ini; dan

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXII
Peraturan daerah ini.

Pasal 12

menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI BONE,

At 7

A.FAHSAR M.PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 23 Agustus 2023
SEKRE['ARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.045.23



